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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Kejahatanl di dalaml kehidupan masyarakat berkembangl seiring 

denganl perkembangan masyarakatl itu lsendiri. Dewasa lini, berbagai jenisl 

kejahatan baikl dilakukan olehl perorangan maupunl korporasi yangl dapat 

dilakukanl dengan mudahl serta menghasilkanl harta kekayaanl dalam jumlahl 

yang cukupl besar. Misalnyal seperti lkorupsi, penyelundupan, kejahatanl 

perbankan, lnarkotika, penipuan, lpenggelapan, terorisme. Kejahatanl-kejahatan 

tersebutl dapat meluas melintasi batas wilayah negara, tidak hanyal dilakukan 

dalaml batas wilayahl suatu lnegara, dikenal dengan kejahatan transnasional.1 

Pencucian uangl sebagai suatul kejahatan yangl berdimensi 

internasionall merupakan hall baru dil banyak negaral termasuk lIndonesia. 

Sebegitu besarnyal dampak negatifl yang ditimbulkannyal terhadap 

perekonomianl suatu lnegara, sehingga negaral-negara dil dunia danl organisasi 

internasionall merasa tergugahl dan termotivasil untuk menaruhl perhatian yangl 

lebih seriusl terhadap pencegahanl dan pemberantasanl kejahatan pencucianl 

uang. Hall ini tidakl lain, karenal kejahatan pencucianl uang tersebutl baik secaral 

langsung maupunl tidak langsungl dapat mempengaruhil sistem lperekonomian, 

dan pengaruhnyal merupakanl dampak negatifl bagi perekonomianl itu lsendiri.2 

                                                 
1 Mabes lPolri, Pedoman Penyidikanl Tindak Pidanal Pencucian lUang, Jakarta: Mabesl 

Polri, l2003, hlm. l1. 
2 Nasution, lBismar, Rezim Antil Money Launderingl di lIndonesia, Bandung: 

BookslTerrace & lLibrary, 2008, lhlm. 1. 
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Kejahatanl-kejahatanl masa kinil lebih kompleksl dari kejahatanl masa 

llalu. Seiringl perkembangan lzaman, teknologil dan kepentinganl individu lsatu 

danl individul lainnya. Sebagail contoh kejahatanl di luarl Kitab Undang-

Undangl Hukum lPidana (KUHP) yangl selanjutnya menjadil objek penelitianl 

ini adalahl tindak pidanal pencucian uangl yang dikaitkanl dengan tindakl pidana 

lnarkotika. Perkembanganl kejahatan narkotikal yang meningkatl seiring 

perkembangannyal zaman mengakibatkanl banyaknya muncull modus-modus 

lkejahatan, salahl satunya adalahl modus yangl saat inil berkembang dil dunia 

kejahatanl khususnya dil tindak pidanal kejahatan narkotikal yaitu upayal 

menyembunyikan ataul menyamarkan hartal kekayaan daril hasil tindakl pidana 

narkotikal yaitu denganl pencucian luang.  

Tindakl pidana pencucianl uang (moneyl laundering) adalahl metode 

untukl menyembunyikan, memindahkanl dan menggunakanl hasil daril suatu 

tindakl pidana, kegiatanl organisasi tindakl pidana, tindakl pidana lekonomi, 

korupsi, lperdagangan narkotika ldan kegiatan-kegiatanl lainnya yangl 

merupakanl aktivitas tindakl pidana.3 Kegiatanl pencucian uangl melibatkan 

kegiatanl pencucian uangl yang sangatl kompleks. Padal dasarnya kegiatanl 

tersebut terdiril dari tigal langkah yangl masing-masing berdiril sendiri tetapil 

seringkali dilakukanl bersama-sama yaitul placement, llayering, danl 

integration.4  

 

                                                 
3 Husein Yunus, Robert, Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang, 

Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018, hlm.2. 
4 Ibid., hlm. 2. 
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Kejahatan pencucian uang pada umumnya diartikan sebagai suatu 

proses yang dilakukan untuk mengubah uang hasil kejahatan seperti hasil 

korupsi, kejahatan narkotika, perjudian, penyelundupan dan kejahatan serius 

lainnya. Sehingga hasil kejahatan tersebut menjadi nampak seperti hasil 

kegiatan yang sah, karena asal usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan. 

Pada prinsipnya kejahatan pencucian uang adalah suatu perbuatan yang 

dilakukan untuk menyamarkan atau menyembunyikan hasil kejahatan 

sehingga tidak tercium oleh aparat, sehingga hasil kejahatan tersebut dapat 

digunakan dengan aman seakan-akan bersumber dari jenis kegiatan yang sah.5 

Pencucianl uang padal zaman sekarangl sudah merambahl berbagai 

aspekl dan perkembanganl sejalan denganl berkembangnyal teknologi. Paral 

mafia pencucianl uang memanfaatkanl teknologi sebagail alat komunikasil 

dalam transaksil kejahatan tindakl pidana narkotikal sebagai wadahl atau 

penyambung untukl melakukan tindakl pidana kejahatanl tersebut. Seperti yang 

terjadi padal kasus yangl penulis bahasl pada putusanl nomor 

367/lPid.Sus/l2020/PN.Smg.  

Terdakwa Muhammad Hakimullah Bin Ahnaf bersama dengan 

Muzaidin Bin H. Sunawi, Anna Muzayyadah Binti H.Sunawi dan Muhammad 

Dicky Andre Maulana Bin Muzaidin (ketiganya disidangkan dalam perkara 

terpisah), pada suatu waktu sejak tahunl 2016 sampail dengan tahunl 2019 ataul 

pada suatu waktul antara tahunl 2016 sampail dengan tahunl 2019, melakukan 

perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, 

                                                 
5 Amrullah, M. Arif, Money Laundering, Malang: Bina Media, 2003, hlm. 47. 
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membayar dengan menggunakan uang yang merupakan hasil tindak pidana 

narkotika yang dilakukan oleh Muzaidin tersebut dilakukan dengan tujuan 

menyembunyikanl atau menyamarkanl asal usull Harta Kekayaanl yang 

diperolehl dari tindakl pidana lnarkotika. 

Sejak tahun 2016 Muzaidin yang ditangkap dan ditahan di Polres 

Jepara hingga diputus perkaranya dan menjalani hukuman di Lapas Jepara 

dalam perkara tindak pidana perdagangan Narkotika masih memiliki sumber 

penghasilan dari jual beli narkotika tersebut. Saat dijenguk Muzaidin 

menyuruh adiknya Anna Muzayyadah dan Terdakwa Muhammad Hakimullah 

untuk menerima, menyimpan, mengirim, mentransfer uang hasil perdagangan 

narkotika miliknya. Uang tersebut akan ditransfer dari rekening BCA nomor 

8275264063 atas nama Siswanto melalui Mobile Banking menggunakan 

handpone miliknya dan juga melakukan komunikasi melalui telepon, SMS, 

BBM dan WhatApps (WA). Sebagai realisasi permufakatan tersebut Muzaidin 

merencanakan teknis pengiriman uang miliknya kepada Anna Muzayyadah 

melalui transfer ke Rekening Buku Tabungan BCA Nomor 2471700373 atas 

nama Kodriyah. Kemudian oleh Anna Muzayyadah ditransfer ke Terdakwa 

Muhammad Hakimullah melalui rekening buku tabungan BRI Nomor 

589501026025535 atas nama Muhammad Hakimullah. Terdakwa selanjutnya 

menunggu perintah dari Muzaidin melalui Anna Muzayyadah untuk menarik 

tunai uang tersebut yang akan digunakan untuk kebutuhan Muzaidin ataupun 

anaknya jika ada kebutuhan mendesak, namun jika tidak ada keperluan 
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mendesak maka uang tersebut ditabungkan kembali ke rekening Terdakwa 

atau dikirim ke rekening nomor: 2471700373 atasnama Kodriyah. 

Pencucianl uang dewasal ini sudahl merambah berbagail aspek danl 

berkembang sejalanl dengan berkembangnyal teknologi. Paral pelaku pencucianl 

uang memanfaatkanl teknologi sebagail alat danl penyedia jasal keuangan atau 

perbankanl sebagail wadah untukl melakukan tindakanl pencucian luang. 

Kejahatanl kerah putihl atau yangl biasa dikenall sebagai whitel collar crimel 

dilakukan denganl memanfaatkan kecanggihanl teknologi mulail dari manuall 

hingga extral sophisticated ataul super canggihl yang memasukil dunia mayal 

(cyberspace) sehinggal kejahatan kerahl putih dalaml pencucian uangl disebut 

denganl cyber launderingl merupakan bagianl dari cybercrimel yang didukungl 

oleh pengetahuanl tentang lbank, bisnis, danl electronic bankingl yang lcukup.6 

Paradigmal baru dalaml memecahkan persoalanl pemberantasan tindakl 

pidana pencucianl uang yangl dikaitkan tindakl pidana lnarkotika, dimanal tindak 

pidanal narkotika inil merupakan uratl nadi yangl menjadi sumberl kehidupan 

daril para mafial sekaligus hasill dari tindakl pidana narkotikal dengan modusl 

pencucian uangl merupakan titikl lemah bagil para mafial yang mudahl 

dideteksi. Makal penulis tertarikl untuk mengkaji lebih dalam tindakl pidana 

pencucian uang denganl mengangkat judul “Tinjauan Yuridis Tindakl Pidana 

Pencucianl Uang dalaml Hukum Positifl di Indonesia”. 

                                                 
6 Sutedi, Andrian, Tindak Pidana Pencucian Uang, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, 

hlm. 100. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkanl latarl belakangl masalahl yangl diuraikanl dil latas, makal 

penulisl mengemukakanl rumusanl masalahl sebagai lberikut: 

1. Bagaimana tinjauan yuridis tindakl pidana pencucianl uang dalaml hukum 

positifl di lIndonesia? 

2. Bagaimanal penerapan hukuml pidana materiil danl pertimbangan hukuml 

hakim terhadapl pelaku ltindak pidana lpencucian uang dalam lputusan 

nomor 367/lPid.Sus/l2020/PN.Smg? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkanl rumusanl masalahl di latas, makal tujuanl yangl inginl 

dicapail dalaml penelitianl inil ladalah: 

1. Untukl mendeskripsikan tinjauan yuridis tindakl pidana pencucian uang 

dalaml hukum positif dil Indonesia. 

2. Untukl mengkaji penerapan hukuml pidana materiil danl pertimbangan 

hukuml hakim terhadapl pelaku tindakl pidana pencucianl uang dalam 

putusanl nomor 367/lPid.Sus/l2020/PN.Smg. 

D. Manfaat Penelitian  

Hasill penelitianl dapatl bermanfaatl bagil paral pembacal danl semual 

pihakl terkaitl dengan penelitianl lini. Manfaatl penelitianl lini, antaral llain:  

1. Secaral lteoritis, dapat dijadikanl referensil sekaligus bahanl wacana bagil 

semua pihakl yang berkepentinganl dalam rangkal pengembangan ilmul 

pengetahuan secaral umum danl pengembangan hukuml kepidanaan secaral 

khusus dalaml bidang pencucianl uang.  
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2. Secara praktis, hasill penelitian dapatl menjadi informasil dan wawasanl 

khasana ilmul pengetahuan bagil para penegakl hukum dalaml menangani 

masalahl terkait dengan pencucianl uang melalui transaksil perbankan.  

E. Tinjauan Pustaka  

Tinjauanl pustakal membahasl tentangl penelitianl terdahulul yangl 

berkaitanl denganl masalahl yangl akan dibahasl dalaml penelitianl inil yaitul 

tindakl pidanal pencucian luang. Adapunl hasil penelusuranl penelitil terhadapl 

lpenelitian-penelitianl terdahulul dapatl dijadikanl penelitil sebagail bahan 

lrujukan. Berikutl beberapal penelitianl terdahulul terkaitl denganl tindakl pidana 

lpenggelapan. 

Natalia, dkk,7 “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana 

Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”, Diponegoro Law Journal, 

Vol. 5, No. 3, Tahun 2016:1-13. Permasalahan yang menjadi dasar penelitian 

ini adalah bagaimana kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana 

korporasi dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2010 dan kebijakan 

pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang di 

masa yang akan datang. Metode penelitian menggunakan metode yuridis 

normatif dengan spesifikasi penelitian adalah deskriptif-analitis. Data 

penelitian yaitu, peraturan perundang-undangan, dan bahan pustaka. Hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan di masa yang akan dating 

selayaknya dapat memperbaiki kelemahan dalam pengaturan yang terdapat 

                                                 
7 Natalia, Karina., Pujiyono & Rozah, Umi., “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban 

Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 3, 
Tahun 2016:1-13. 
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saat ini, diperlukan adanya pembaharuan kebijakan pertanggungjawaban 

pidana korporasi. 

Senjaya,8 “Suatu Tinjauan Yuridis terhadap Alat Bukti dalam 

Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang”. Kajian dalam penelitianl ini 

dititikberatkanl mengenai alatl bukti danl perkembangannya yangl ditinjau 

secaral yuridis dalaml penanggulangan lTPPU. Penelitian inil menggunakan 

metodel penelitian yuridisl normatif. Hasill penelitian sebagail jawaban atasl isu 

hukuml tetang alatl bukti danl perkembangannya ditinjaul secara yuridisl dalam 

penanggulanganl tindak pidanal pencucian uangl (TPPU) dapatl disimpulkan 

bahwal LHA PPATKl masih menjadil polemik perdebatanl untuk dijadikanl alat 

buktil dalam konteksl yuridis disebabkanl belum adanyal pengaturan secaral 

legal lformal. Sebaliknya, hasill studi perbandinganl dari negaral Amerika danl 

Jerman dapatl disimpulkan bahwal Laporan Hasill Audit (LHAl) dapat dijadikanl 

bukti permulaanl untuk menjeratl seorang tersangkal yang patutl diduga telahl 

melakukan TPPUl yang kemudianl dapat ditingkatl dalam tahapl penuntutan danl 

persidangan. Prosesl pembuktian dipersidanganl diberlakukan sisteml 

pembuktian lterbalik. Oleh karenal itu, laporanl ini seyogyal dapat dicantumkanl 

sebagai alatl bukti dalaml Pasal 175l RUUKUHAP, selainl alat buktil berupa: 

barangl bukti,  suratl-surat, buktil  elektronik, keteranganl seorang lahli, 

keterangan seorangl  saksi, keteranganl terdakwa  danl pengamatan  lhakim. 

                                                 
8 Senjaya, Oci, “Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Alat Bukti Dalam Penanggulangan 

Tindak Pidana Pencucian Uang”, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Vol. 1, 
No. 1, Mei 2016:79-92. Online: https://journal.unsika.ac.id. 
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Berutu,9 “Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Moneyl 

Laundering) dalaml Pandangan KUHPl dan Hukuml Pidana lIslam”. Penelitian 

ini bertujuan menguraikanl bagaimana aturanl dan pencegahanl Tindak Pidanal 

Pencucian Uangl di Indonesial serta bagaimanal Islam dalaml hal inil Fiqih 

Jinayatl mengatur tentangl Tindak Pidanal Pencucian Uangl tersebut. Penelitianl 

ini adalahl penelitian kepustaanl (Library lRearesch) dengan menggunakanl 

pendekatan studil komparatif. Hasill penelitian menunjukkan bahwal Tindak 

Pidanal Pencucian Uangl diatur dalaml Undang-Undangl Nomorl 8 Tahunl 2010l 

tentangl Pencegahan danl Pemberantasanl Tindakl Pidana Pencucianl lUang. 

Adapunl bentuk hukumanl terhadap pelakul TPPU diaturl dalam Pasall 3-10 

undang-undangl tersebut. Pencucianl uang dalaml hukum Islaml tidak dijelaskanl 

secara tekstuall dalam Al-Qur’anl maupun lAs-Sunnah, tetapil Al-Qur’an 

mengungkapl prinsip-prinsip umuml untuk mengantisipasil perkembangan 

lzaman, dimanal dalam kasus-kasusl yang barul dapat diberikanl status 

lhukumnya, pengelompokanl jarimahnya, danl sanksi yangl akan ldiberikan. 

Dalaml hal ini Islaml sangat memperhatikanl adanya kejelasanl dalam perolehanl 

harta bendal seseorang. Hukuml Islam secaral detail memangl tidak pernahl 

menyebutkan pelaranganl perbuatan pencucianl uang, karenal memang istilahl 

ini beluml ada padal zaman lNabi. Akanl tetapi secaral umum, ajaranl Islam telahl 

mengharamkan mencaril rejeki denganl cara-cara yangl bathil danl penguasaan 

yangl  bukan  hakl miliknya, sepertil perampokan, lpencurian, ataul pembunuhan 

                                                 
9Berutu, l Ali l Geno, 9 “Tindak l Pidana Kejahatan l Pencucian l Uang (Money l Laundering) 

dalam l Pandangan l KUHP dan l Hukum Pidana l Islam”, l Tawazun: Journal l of Sharia l Economic l 
Law, l Vol. 2, l No. l 1, Maret 2019:1-18. 
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yangl ada korbannyal dan menimbulkanl kerugian bagil orang lainl atau korbanl 

itu lsendiri. lNamun, berangkatl dari kenyataanl yang lmeresahkan, 

membahayakan, ldan merusak, makal hukum pidanal Islam perlul 

membahasnya, bahwal kejahatan inil bisa diklasifikasikanl sebagai jarimahl 

ta’zir, dimanal bentuk hukumannyal diserahkan kepadal ulil lamri. 

Mujaddid,10 lIlman, “Kebijakanl Hukum Pidanal dalam Pemberantasanl 

Tindak Pidanal Pencucian lUang”. Tujuan penelitian untukl mengidentifikasi 

danl menganalisis sisteml pemidanaan danl sistem pertanggungjawabanl pidana 

pelakul tindak pidanal pencucian luang. Jenisl penelitian, yaitul penelitian yangl 

berbasis padal kajian terhadapl kebijakan danl sanksi pidanal dalam undang- 

undangl Nomor 8l Tahun l2010. Pendekatanl masalah menggunakanl statute 

approachl dan conceptuall approach. Hasill penelitian disimpulkanl bahwa 

sisteml pemidanaan yangl digunakan dalaml Undang-Undangl lNo. 8l Tahunl 

2010l merupakanl sisteml berbedal denganl ketentuanl umuml dalaml lKUHP. Jikal 

dilihatl daril jenisl pidanal terdiril atasl (pidanal lmati, lpenjara, lkurungan dan 

ltutupan) dan lpidana tambahan dalaml KUHP lberupa (pencabutanl hak-hak 

ltertentu, perampasanl barang-barang ltertentu, danl pengumuman putusanl 

hakim). Sedangkanl didalam ketentuanl undang-undang inil jenis pidanal yaitu 2l 

(dua) pidanal pokok (penjaral dan ldenda) serta pidanal tambahan berupal 

(pengumumanl putusan lhakim, pembekuanl sebagian ataul seluruh kegiatanl 

usaha  lkorporasi,  pencabutanl  izin  lusaha,  pembubaranl  dan/ataul  pelaranganl 

                                                 
10 Mujaddid l, l Ilman, “Kebijakanl l Hukum Pidanal l dalam Pemberantasanl l l Tindak l Pidanl 

Pencucian l lUang”, Jurnal l lIUS, l Vol. l IV, No. l 1, April l 2016:82-94. 
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korporasi, perampasanl asetl korporasil untukl Negaral dan/ataul pengambill 

alihanl korporasil untukl lnegara) hanyal berlakul untukl lkorporasi. Polal 

pemidanaanl yangl terdapatl   dalaml   KUHPl   yaitul   minimuml   umuml   danl   

maksimall   lkhusus,  sedangkanl pola pemidanaanl yang diterapkanl dalam 

undang-undangl ini adalahl maksimal lkhusus. Dalaml menjatuhkan sanksil 

pidananya KUHPl menggunakan ancamanl pidana bersifatl alternatif sedangkanl 

undang-undang inil bersifat lkumulatif. Sisteml pertanggungjawabanl pidana 

yangl digunakan dalaml Undang-Undang Nol 8 Tahunl 2010 yaitul pertanggung 

jawabanl berdasarkanl asas kesalahanl yang digunakanl untuk orangl (natural 

lperson), danl untuk korporasil menggunakan sisteml pertanggungjawabanl 

pidana lkorporasi. 

F. Metode Penelitian  

1. Jenis l Penelitian l  

Penelitianl inil merupakanl jenis l penelitianl l kepustakaanl (library 

lresearch). Penelitianl kepustakaan atau sering juga disebut studi pustaka, ialah 

serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data 

pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.11 Penelitian 

ini dilakukan melaluil pengumpulan datal yang bersifatl kepustakaan ataul 

telaah yangl dilaksanakan untukl memecahkan suatul masalah yangl pada 

dasarnyal tertumpu padal penelaahan kritisl dan mendalaml terhadapl bahan-

bahanl pustakal yangl lrelevan.  

                                                 
11 Zed, Mestika, Metode Penelitian Kepustakaan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 

Jakarta, 2008, hlm. 3. 
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2. Pendekatan Penelitian  

Pendekatanl penelitianl inil adalahl penelitianl hukuml yuridisl lnormatif. 

Penelitianl hukuml normatifl meletakkanl hukuml sebagail sebuahl bangunanl 

sisteml  norma.  Sisteml  norma  yangl   dibangun   adalahl   mengenai  lasas-

asas, lnorma, kaidahl dari lperaturan-perundangan, putusanl pengadilan, 

lperanjian, sertal doktrin.12 Penelitianl ini memilikil objek kajianl tentang aturanl 

hukum, sebagail suatu bangunanl sistem yangl terkait suatu peristiwal hukum.  

Penelitianl yuridis normatifl merupakan penelitianl yang difokuskanl untuk 

mengkajil penerapan-penerapan kaidahl atau norma-normal dalam hukuml 

positif yangl berlaku.13 Penelitianl ini dilakukanl beredasarkan bahanl hukum 

utamal dengan caral menelaah lteori-teori, lkonsep-konsep, asas-asasl serta 

peraturanl perundang-undanganl yang berhubungan dengan tindak pidana 

pencucian uang. 

3. Sumber Data 

Penelitianl inil dilakukanl denganl telaahl bahanl lpustaka, penelitil harusl 

mengetahuil terlebihl dahulul secaral pastil tentangl daril sumberl manal informasil 

ilmiahl itu akanl diperoleh. Jenisl penelitian yuridisl normatif menggunakanl 

sumberl data lsekunder. Datal sekunder merupakan data yangl diperoleh melalui 

pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumen (analisis 

dokumen) atau data yang berbentuk sudah jadi.14  

                                                 
12 l Fajar, l Mukti & l Achmad, lYulianto, Dualisme l Penelitianl Hukum l Normatifl l dan 

lEmpiris, l Pustaka lPelajar, l Yogyakarta, l 2017, l hlm. 33. 
13 l Marzuki, Peterl l Mahmud, Penelitianl l Hukum, Kencanal l Persada l lGroup, Jakarta, l 

2010, hlm. 32. 
14 Iskandar, Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial Kuantitatif, Kualitatif, Jakarta: GP 

Press, 2008, hlm. 253. 
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Adapunl beberapa sumberl data sekunderl yang digunakanl dalam 

penelitianl kepustakaan antaral lainl buku-bukul lteks, jurnall lilmiah, refrensil 

statistik, hasil-hasill penelitian dalaml lbentuk lskripsi, ltesis, ldesertasi, ldan 

linternet, sertal sumber-sumber lainnyal yang lrelevan.15 Datal sekunderl 

merupakanl data yangl diperoleh daril hasil penelaahanl kepustakaan ataul 

penelaahan terhadapl berbagai literaturl atau bahanl pustaka yangl berkaitan 

denganl masalah ataul materi penelitianl yang seringl disebut bahanl hukum.  

a. Bahanl hukum lprimer, adalah bahanl hukum yangl bersifat autoritatifl 

artinya mempunyail otoritas. Bahanl hukuml primerl terdiri daril peraturanl 

lperundang-undangan, yurisprudensil atau keputusanl pengadilan. Adapunl 

bahan hukuml primer dalaml penelitian inil antara llain: KUHP, lUndang-

Undang No. 8 lTahun 2010 tentang Pencegahanl dan Pemberantasanl 

Tindak Pidanal Pencucian lUang, dan Putusanl Pengadilan Negeri Semarang 

b. Bahanl hukum lsekunder, adalahl bahanl hukuml yangl terdiril atasl buku-bukul 

teks yangl ditulis olehl ahli hukuml yang lberpengaruh, jurnal-jurnall hukum, 

pendapatl para lsarjana, kasus-kasusl hukum, lyurisprudensi, danl hasil-hasil 

simposiuml mutakhir yangl berkaitan denganl topik lpenelitian, seperti buku-

buku rujukanl yang lrelevan, hasill karya tulisl ilmiah, danl berbagai makalahl 

yang berkaitanl dengan judull penelitian lini. 

c. Bahanl hukum ltersier, adalahl bahanl hukuml yangl memberikanl petunjukl 

ataul penjelasanl terhadapl bahanl hukuml primerl danl bahan hukuml 

                                                 
15 l Sanusi, lAnwar, Metodologi l Penelitianl l Bisnis, l lJakarta: Salemba l lEmpat, l 2016, l 

lhlm. 32. 
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lsekunder. Bahanl hukum tersierl berupa kamusl umum, kamusl bahasa, suratl 

kabar, lartikel, linternet. 

4. Metode Pengumpulan Data  

Metodel pengumpulanl datal yaitul cara yangl digunakanl olehl peneliti 

untukl mengumpulkan danl menggali datal yang bersumberl dari sumberl data 

primerl dan sumberl data lsekunder. Olehl karena sumberl data berupal data-data 

ltertulis, metodel pengumpulan datal yang digunakanl yaitu studil kepustakaan 

(libraryl research) ataul studi ldokumen, yaitul suatu alatl pengumpulan datal 

dilakukan melaluil data ltertulis.16  

Studil kepustakaan dilakukanl dengan melakukanl penelitian terhadapl 

berbagai sumberl bacaan tertulisl dari paral sarjana yaitul buku-buku teoril 

lhukum, majalahl hukum, jurnal hukuml dan bahanl kuliah sertal peraturan 

hukum lkepidanaan. Sedangkanl studi dokumenl denganl mengambil putusanl 

terkait dengan penelitianl yaitu kasusl tentang tindakl pidanal pencucian uang. 

5. Metode Analisis Data  

Datal yangl diperolehl daril penelitianl lini, selanjutnyal dianalisisl denganl 

metode kualitatif, yakni dengan cara memaparkan fakta-fakta yang dijumpai 

berdasarkan teori-teori yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan 

sepeda motor. lSelanjutnya, diberikanl interprestasi melaluil kaedah-kaedahl 

hukuml positifl yangl berhubunganl denganl pembahasanl danl menghasilkanl 

penelitianl setelahl itul menarikl lkesimpulan. 

                                                 
16 l Soekanto, l Soerjono,  Pengantar l  Penelitianl  l Hukum,  lJakarta:  UI l lPress,  2011, 

lhlm. 21. 



 

 

15

G. Sistematika Penulisan  

Sistematikal penulisanl inil memberikanl gambaranl tentangl isil skripsil 

lini, berikutl susunan sistematikal penulisan skripsil penelitian lini. 

Bab I  lPendahuluan. Babl ini berisi tentangl latarl lbelakang lmasalah, rumusanl 

lmasalah, tujuanl lpenelitian, manfaatl lpenelitian, tinjauanl lpustaka, 

metodel penelitianl danl sistematikal lpenulisan. 

Bab II  Tindakl Konseptual. Babl inil berisil tentang tinjauanl yuridis, tinjauan 

tentangl tindak pidanal meliputi pengertianl tindak pidanal dan unsur-

unsurl tindak lpidana, tinjauanl tentang pencucianl uang yang meliputi 

pengertianl pencucian luang, unsur-unsur pencucianl uang, tahap-tahap 

pencucianl uang dan modus pencucianl uang.  

Bab III  Hasill Penelitian danl Pembahasan. Babl ini membahas tinjauan yuridis 

tindakl pidana pencucianl uang dalaml hukum positifl di Indonesial dan 

penerapan hukum pidana materiil dan pertimbangan hukum hakim 

terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dalam putusan nomor 

367/Pid.Sus/2020/PN.Smg. 

Babl IV lPenutup. Bab inil berisi simpulan danl saranl daril penulis terkait 

denganl hasill penelitian. 
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